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Abstract - The problem of postponing execution requests often arises in
resolving joint property disputes after a court decision has permanent legal
force. This research aims to identify the factors that cause delays and the legal
implications that arise from these conditions. The research method used is
normative juridical with a document study approach, referring to applicable
civil and constitutional laws and regulations, as well as analysis of concrete
cases related to the execution of joint assets. The research results show that
the main causes of delays include: (1) the existence of new disputes regarding
the ownership or division of joint assets which were not regulated in the initial
decision, (2) the inability of the parties involved to fulfill the administrative
requirements in the execution process, (3) the existence of a request for review
or cassation which is still in the process of being examined by the court. The
legal implications of postponing an execution request include the emergence
of legal uncertainty for the parties involved, the potential for damage to the
value of joint property, and a decrease in public confidence in the justice
system. This research recommends the need for procedural clarification
regarding coordination between courts and related institutions in managing the
execution of joint assets, as well as providing a clear understanding to the
parties regarding their rights and obligations in the execution process to
minimize delays.

Keywords: Postponement of Execution, Joint Property Lawsuit, Permanent
Legal Force



ABSTRAK - Permasalahan penundaan permohonan eksekusi sering muncul
dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah putusan pengadilan
mendapatkan kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penundaan dan implikasi hukum yang
muncul dari kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan studi dokumen, mengacu pada peraturan
perundang-undangan perdata dan ketatanegaraan yang berlaku, serta analisis
kasus konkrit terkait eksekusi harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyebab utama penundaan meliputi: (1) adanya sengketa baru terkait
kepemilikan atau pembagian harta bersama yang tidak diatur dalam putusan
awal, (2) ketidakmampuan pihak yang terkait untuk memenuhi syarat
administrasi dalam proses eksekusi, (3) adanya permohonan peninjauan
kembali atau kasasi yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.
Implikasi hukum dari penundaan permohonan eksekusi antara lain timbulnya
ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak terkait, potensi terjadinya kerusakan
nilai harta bersama, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya klarifikasi prosedural
terkait koordinasi antara pengadilan dan lembaga terkait dalam mengelola
eksekusi harta bersama, serta pemberian pemahaman yang jelas kepada pihak-
pihak mengenaihak dan kewajiban dalam proses eksekusi untuk meminimalkan
penundaan.

Kata Kunci: Penundaan Eksekusi, Gugatan Harta Bersama, Kekuatan Hukum
Tetap.

Pendahuluan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selama perkawinan, suami dan istri
dapat memperoleh harta bersama yang pada saat perkawinan berakhir
(baik karena perceraian maupun kematian) perlu dibagi sesuai ketentuan
hukum.

Namun, sering terjadi sengketa terkait pembagian harta bersama
yang harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Setelah putusan
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pengadilan berkekuatan hukum tetap, terkadang terjadi penundaan
dalam pelaksanaan eksekusi, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak
yang menang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan
hukum terkait harta bersama dan mekanisme eksekusi putusan
pengadilan.

Upaya Hukum yang dilakukan sampai Mahkamah Agung Kasasi dan
Peninjauan Kembali, akan tetapi Permohonan Eksekusinya belum
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan alasan menunggu Upaya
yang di lakukan Tergugat yaitu Perlawanan Eksekusi, padahal telah ada
putusan kasasi dan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang telah
memberikan kekuatan hukum tetap atau inkrach untuk kasus tersebut.
Penundaan Permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama tidak kunjung pasti, kapan akan terlaksananya. Dalam hal
tersebut yaitu penundaan ini, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan,
antara lain adalah hak ekonomi yang seharusnya jatuh kepada salah satu
pihak yang di menangkan baik seluruh atau sebagian, malah berdampak
tidak efisien karena belum dilakukan eksekusi secara pasti. Selain itu,
kerugian waktu yang disebabkan ketidak pastian menunggu waktu
Permohonan eksekusi sampai kapan, berdampak waktu pembayaran
tertunda kepada pihak lain salah satu janji pembayaran atau succes
kepada Advokat. Dampak lain yang ditimbulkan antara lain dampak
sosial dan keadilan yaitu ketidak percayaannya masyarakat atas atas
putusan pengadilan.

Rumusan Masalah
Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. konsekuensi yang ditimbulkan atas terjadinya penundaan atas
gugatan harta bersama yang berkekuatan hukum tetap

2. Ipaya melindungi penggugat yang menang dalam gugatan harta
bersama yang telah diputuskan oleh hakim yang memiliki kekuatan
hukum tetap.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis
penelitian yang bersifat kepustakaan, yaitu menelaah, menganalisis, dan
mengkaji bahan hukum yang berasal dari dokumen, peraturan perundang-
undangan, literatur, dan sumber hukum tertulis lainnya., yaitu melihat
bahan hukum dari kepustakaan atau data sekunder. (Soekanto dan
Mahmudji, 13:2003).

Penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian yuridis
normatif, adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang mengeksplorasi
data sekunder atau bahan pustaka (Sedarmayanti & Hidayat, 2003:23).
Penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yang berarti
menarik kesimpulan dari prinsip atau ketentuan umum yang telah terbukti
benar dan kemudian diterapkan untuk menarik kesimpulan tentang
masalah khusus.

Pembahasan
Pengaturan Harta Bersama dapat di lihat di dalam beberapa aturan yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Didalam Pasal 35 disebutkan bahwa Harta yang diperoleh selama
perkawinan termasuk harta bersama, kecuali harta bawaan, warisan,
atau hadiah yang tidak dimasukkan ke dalam harta bersama. Didalam
Pasal 36 disebutkan Perbuatan hukum terhadap harta bersama
memerlukan persetujuan kedua pihak dan di dalam Pasal 37 disebutkan
bahwa Pembagian harta bersama saat perceraian mengacu pada hukum
yang berlaku bagi masing-masing pihak (hukum agama, adat, atau
hukum lainnya).

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Bahwa di dalam Pasal 85 di sebutkan Harta bersama adalah harta
yang diperoleh selama perkawinan, baik berwujud maupun tidak
berwujud dan di dalam Pasal 97 disebutkan bahwa Masing-masing pihak
berhak atas separuh harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan
lain.

3. Putusan dan Ekseku Putusan Hakim:
Dengan masih mempertimbangkan prosedur dan langkah-langkah
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dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi akan diajukan
penggugat atau pihak yang menang dari keputusan pengadilan mengenai
gugatan harta bersama adalah proses implementasi putusan yang sah
tentang pembagian harta bersama, yang dimulai dengan permohonan
pihak pemenang kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan kasus.
Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela,
Ketua Pengadilan akan memberikan aanmaning atau teguran. Jika
teguran tersebut tidak diindahkan, Ketua Pengadilan selanjutnya
mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, yang dapat berupa
penyerahan harta secara sukarela, pelaksanaan eksekusi riil, atau
penjualan melalui lelang eksekusi. Putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah final dan
tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.
Putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa,
apabila tidak ada pihak yang mengajukan banding atau kasasi dalam
jangka waktu yang ditentukan, atau apabila putusan tersebut telah
mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung maupun melalui upaya
hukum lainnya. Sebuah keputusan akan menjadi sebuaah keputusan
yang Incracht, Putusan ini memiliki kekuatan mengikat karena telah
menetapkan kepastian hukum atau hubungan hukum yang bersifat final
dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh tergugat atau pihak yang
kalah.

Keputusan telah selesai dan upaya hukum telah diselesaikan sampai
Mahkamah Agung. Apabila Pengadilan Agama belum melaksanakan
permohonan eksekusi karena menunggu upaya tergugat untuk mengajukan
perlawanan eksekusi. Padahal, dengan adanya putusan kasasi dan putusan
peninjauan kembali (PK) yang di menangkan oleh Penggugat, semestinya
objek sengketa sudah dapat di eksekusi.

Dalam hal terjadi penundaan eksekusi akan timbul banyak sekali
kerugian yaitu Hak ekonomi, hak yang seharusnya jatuh kepada salah satu
pihak yang di menangkan baik seluruh atau sebagian, malah berdampak
tidak efisien karena belum dilakukan eksekusi secara pasti. Kerugian waktu,
hak yang disebabkan ketidak pastian menunggu waktu Permohonan
eksekusi sampai kapan, berdampak waktu pembayaran tertundakepada
pihak lain salah satu janji pembayaran atau succes kepada Advokat. Dampak
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yang lain yang sangat penting adalah dampak sosial dan kepastian hukum,
yaitu ketidak percayanya masyarakat khusunya penggugat yang di
menangkan atas atas putusan pengadilan yang efeknya sangat besar bagi
pencari keadilan karena merasa ketidakpasian kapan haknya akan di
penubhi. Selain itu ada dampak lainnya yaitu penundaan penerimaan harta,
Penggugat atau pihak yang di menangkan harus menunggu lebih lama untuk
mendapatkan harta yang menjadi haknya, biaya Tambahan, Penundaan
Eksekusi dapat memunculkan biaya tambahan dan biaya tak terduga yang
mungkin timbul, resiko perubahan keadaan dan kerugian finansial, Selama
Penundaan eksekusi, keadaan bisa berubah, seperti harta yang di
menangkan oleh penggugat atau pihak yang di menangkan mungkin dapat
berpindah tangan, rusak atau nilainya akan turun.

Kesimpulan

Penyebab penundaan eksekusi harta bersama yang sudah memiliki
kekuatan hukum tetap akan menimbulkan adanya sengketa baru terkait
kepemilikan atau pembagian harta yang tidak diatur dalam putusan awal,
ketidakmampuan pihak terkait memenuhi syarat administrasi proses
eksekusi.

Dampak dari penundaan Eksekusi ini mencakup timbulnya
ketidakpastian hukum bagi pihak terkait khususnya bagi yang di menangkan
,potensi kerusakan nilai harta bersama, penurunan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan, kerugian ekonomi, pemborosan
waktu, biaya tambahan, dan risiko perubahan keadaan harta.

Penundaan permohonan eksekusi atas gugatan harta bersama yang
telah diputuskan dengan berkekuatan hukum tetap yang ditunda perlu
adanya perbaikan dalam pengawasan Pengaduan internal di Pengadilan
agama, melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Agama terkait
tentang eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung atau SIWAS sesuai Peraturan Mahkamag Agung (Perma) nomor 9
Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pangaduan (Whistleblowing
System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya,
Mahkamahah Agung agar selalu melakukan pembinaan terhadap seluruh
pengadilan agama dalam hal Evaluasi dan kinerja bulanan yang salah
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satunya terkait permohonan eksekusi. Memenuhi dan melengkapi
instrumen, bagian atau alat kelengkapan eksekusi serta bidang-bidang
terkait eksekusi, perlu adanya klarifikasi prosedural terkait koordinasi
antara pengadilan dan lembaga terkait lainnya dan
menciptakan/menemukan regulasi baru terkait permasalahan eksekusi.
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